WALIKOTA SEMARANG

PERATIIRAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ''UHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam  rangka mempercepat dan
memperlancar proses pencairan dana Anggaran
Belanja Daerah Kota Semarang dengan tetap
memperhatikan  aspek  keamanan proscs dan
kejelusan tanggungjawab dari  Satuan  Kerja
Perangkal Daerah (SKPD) ke Bendahara Umum
Dacrah (BUD) yang selama ini dilakukan secury
manual atau of linc perlu diubah secara on line
atau sccara elektronik;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proscs
pencairan dana Angpgaran Belanja Dacrah Kota
Scmarang sebagaimana dimaksud dalam hurul a,
perlu mengatur tata cara pencairan dana dimaksucd
dengan Peraturan Walikota,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
membentult Peraturan Walikola Semarang tentang

Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan
dan Heclanja Daerah Kota Semarang sccara
Elcktronik.

sk

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat




3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tcntang
Ketenluan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 419, Tambahan Lembaran Negara Repulblik
Indonesia Nomor 3262) scbugaimana telah beherapa
kuli diubah terakhir decngan Undang Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambuahan
Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimanu telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah  (Lembnran Negara Republik Indonesia
T'ahupn 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenfang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);




11.

12.

13.

11.

15.

16.

17.

18.

Peratiran Pemcrintah Nomor 50 Tahun 1992
(cutewyg  Pembentukan Kecamatan  di Wilayah
Kubupaten kabupaten Daernh  Tingkat 11
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal
scrta penutuan Kecamatan di Wilayah Kotamadyu
Daerah Tingkat II Scmarang dalam Wilayah Propinsi
Daecrah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturun Demerintah Nomor 58 Tahun 20006
tentang Pengelolaan Kecuangan Daerah (Lembararn
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
lentang Penyelenggaraan Sistern dan  Transaksi
Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pcngesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
DPcraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006  tenlapg Pedoman Pengelolaan  Keuangan
Daerah scbagaimana (eluh diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dulum Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tenlang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya,;

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat 1
Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang;




19. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Scri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota |
Semarang Nomor 1) scbagaimana telah diubah |
denpan Pcraturan Daerah Kota Semarang Nomor b
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Koln Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolnan Keuangan Dacrah (Lermbaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
83);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 5 Tahun
2008 ientang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Scinarang
(Lembaran Dacrah Kota Scmarang Tonhun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Semarang Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENCAIRAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah im yang dimakaud dengan :
1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikola dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Dacrah.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah yang sclanjuinya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan peraturan dacrah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat daerah pada pemerintah dacrah selaku pengguna
anggaran/pcngguna barang.

6. Pejabal Pengelolaan Kcuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah
Kota Semarang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai lugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah dan
hertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.




10.

11.

12.

13.

14,

15.

17,

18.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dun Asel Dacrah  Kota
Semarang yang bertindak dalam kapasitas sebagai bcndahara
wrnum dacrah.

Kuasu Benduhars Umum Daerah vang sclanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk meluksanakan
sebagian bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala
Satusm  Perangkat Daerah sebagai pemcgang Kowenangan
penggunaan anggaran uniuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yahg dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabut yung diberi kuasa untuk melaksanakan scluruh atau
sebagian kewenungan Pengguna Angguran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang sclanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD atau unit kerja pada Sekretaris Daerah.

Pejabat Pelaksana Tcknis kegiatan yung selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat yang dilunjuk olch Kuasa Pengguna Anggaran pada
Sckrotariat Daerah  atau  Pengouna  Angparan dengan surul
perintah, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yvang ditunjuk
menerimn, menyimpan, membayarkan, menatausalimkan, dan
mempertangpung-jawabkan uang untuk keperluan belanjs dacrah
dalam rangka pelaksanaan APTIN pada SKPD.

Pejubat Pendantangan Surat Perintah Mcecmbayar yang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk
menandatangani Surat Perintah Membayar.

Pejabat DPcnandatangan Surat Perintah Pencairan Dana yang
selanjutnya PPSP2D adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk
menandatangani Surat Perinianh Pencairan Dana.

Rekening Kas Umum Daerah yang sclanjulnya RKUD  adalalh
rekening tempal penyimpanan uang daerah yung ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh pencrimaan daerah dan
digunakan untuk mcmbayar seluruh pengeluaran dacrah pada
bank vang ditctapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DDA-SKPD adalah dolcumen yang memuat pendapatan, belanja duan
pembiayaan yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada
Sekretarial Daerah.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumnen yang menyatakan tersedianya dana untuk meclaksanakean
kegiutan schagai dasar penerbitun Surul Permintaan Pembayaran.
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Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh  pejabat  yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kcgiatan sebagai dasar
penerbitan Surat Perintah Pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat 8PP UP adalah
dokumen yeng  digjukan olch  bendahara  pengeluarun  untuk
perminlaan wuyy muka kerja yvang bersifat pengisian  lkembali
(revolving) yang tidak dapat diakukan dengan  pewbayacan
langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen vang dizjukan olech bendaharan pengeluaran
untuk permintaan pengganti vang persediaan yang tidak dapat
dilukukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkar SPP-
TU adalah dokumen yang diajukan olch bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKI'D yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat 8PP-LS adalah dokumcn
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjunjion
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran
paji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dolcumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat. SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran unluk penerbitan SP2D alas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan olch Kuasa Pengguna
Anggaran pada Sekretariat Daerah atau Pengguna Anggaran untuk
menerbitkan  Surat  Perintah Pencairan Dana atas bebuan
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak koliga,

«-SPM  adalah  Sural  Periniah Membayar yang sudah

ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar.

Personal Identification Number Pejabat Penandatangan Surat
Perinluh Membayar yang selanjutnya disingkat PIN PPSPM adalah
tanda tangan Elcktronik Pejubul Penandatangan Surat Perintzh
Mcmbayar berbentuk sederel angks, huruof, simbol, karakler
lainnya atau kombinasi diantaranya yang dibuat dan dimiliki olch
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang berfungsi
schagai landa tangan elektronik pada e-SPM yang akan dikenali
dan diverifikasi autentikasinya oleh sistem pada Bendahara Umum
Daerah.

Sural Perintah Pecncairan Dana yang sclanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagui dasur pencairan dana
yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat
Perintah Membayar.
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¢-8P2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang sudah
ditandatangani secara elektronik olch Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Pencairan Dana.

Personal Identification.  Number DPejabat Penandatangan  Surat
Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya disingkat PIN TPS2D
adalah tanda tangan RElekironik Pejabat Penandalangan Surat
Verintah Pencairan Dana berbentuk sederet angka, huruf, simbol,
karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang dibuat dan
dimiliki olch Pcjabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan
Dana vang berfungsi scbagai tunda tangan elekironik pada ¢-SP2D
yang akan dikenali dan diverilikasi autentikasinya oleh sistem pada
Bendahara Umum Daerah.

Tanda Tangan Elcktronile adalah tanda tangan yung tercliri atas
informasi  clektronik, yang dilckatkan, terasosiasi atau lerkait
dengan informamsi clckironik lainnya yang digunakan sebagal alat
verifikasi atau autentikasi.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan kompuler, jaringan komputcr dan/atau
media elcktronik lainny:.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi eleklronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau s¢jenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalu
kompuler atau sistemn elektronik, termasuk tetapi tidak tidak
lerbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perlorasi
yang dimiliki makna atau arli atau dapat dipahami olch orang yang
mampu memahaminya.

e-Loket Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disebut c-loket.
BUD adalah layanan pada Bendahara Umum Daersh untuk
mengirim atau menerima ¢-SPM secura elektronik kepada atau dari
SKPD/Unit Kerja.

e Paraf Kuasa Bendahara Umum Dacrah yang selamjutnya discbult
e-Puraf Kuasa BUD adalah pernyataan memenuhi syarat secara
clektronik oleh Kuasa Bendahara Umurm Daerah terhadap e-SPM
setelah dilakukan pengujian oleh verifikator Bendahara Umum
Daerah.

Verifikator Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disebut
Verifikator RUD adalah pegawai pada Bendahara Umum Daerah
yang bertugas melakukan penelitian dan pengujian  secara
elektronik terhadap e-SFM SKPD.

BAB 1l
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

a.
b.

C.

Proses penerbitan SPM secara clektronik;

Proses penerbitan SP2D secara elektronik;
Prosedur penggunaan PIN PPSPM dan PIN PPSP2D.
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(6)

(7)

(8)
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BAB III
PROSES PENERBITAN SPM SECARA ELEKTRONIK
Pasgal 3

Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP
kepada KPA atuu PA sclaku PPSPM mclalui PPK-SKPD.

&PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. SPP-UP;
h. SPP-GU;
c. SPP-TU;
d. SPP-L&.

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :

a. SPP-LS  untuk pewbayaran gaji dan tunjuangun  sertn
penghasilan lainnya;

b. SPP-1.8 untuk pengadaan barang dan jasa;
¢. SPP LS untuk beluanja pengeluaran PPKD.

SPP-LS sebaguimanu dimaksud pada ayat (2) hurut d dilengkupi
dengun bukti-bukti belanja dan faktur pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disiapkan dan
ditandatangani oleh PPTK.

Pejabat yang menandatangani bukti-bukti belanja yang menjadi
dasar pengeluaran atas beban anggaran, bertanggungjawab atas
kebenaran material dan akibai yang timbul dari penggunaan bukti-
bukti dimaksud.

Bendahara Pengeluaran scbagai wajib pungut Pajak Penghasilan
(PPh) dan pajuk lainnya, berlanggungjawab  atas kebenaran
perhitungan pemungutan/ pemotongan pajak yang tercantum parn
Surat Setorun Pajak (SSP) sehagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta
lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, diteliti
kelengkapan administrasinya oleh PPK-GKPD.

PPK-SKPD schagai pejabat yang memverifikasi dokumen SPP
beserta lampirannya sebagnimana dimaksud pada ayal (7).

Dulam hal kelengkapan dan kebenaran dolkiimen yang diajukan
sebugaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap,
PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP kepada Bendahara
Pengcluaran untuk dilengkapi.

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dikembalikan kepada Bendahara, PPK-SKPD membuat Surat
penolakan Penerbitan SPM bescrta registernya yang berisi lentang
alasan pengembalian dokumen SPP.

Dalam hal SPP dinyatakan lengkap olch PPK-SKPD, maka dokumen
SPP dan konsep SPM disampaikan kepada PPSPM.
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(3)

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
dinyatakan lengkap, PPSI'M mcnandatangani SPM secara manual
dan elektronik (e-SPM).

Dalam hal dokumen 8PP sebuguinkwia dimaksud pada ayal (12)
dinyatakan tidak lengkap, PPSPM menolak menandatangani SPM.

Dalam hal PPSPM scbagaimuna dimaksud pada ayat (12) dan ayat
(13) tidak dapat melaksanakan lugas sekurang-kurangnyu 7 (fujuh)
hari kerja berturut furut, antara lain karena sedang mclakukan
kunjungan kcrja ke luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti
pendidikan dan pelatihan, kursus, menuaikan ibadah haji, salkit,
cuti atau alasan lainnya, maka yung melaksanakan tugas dan
kewenangan PPSPM adalah pejabat yang ditnjuk  sebage
pelaksana harian (Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan.

Pcnandatanganan e-SPM sebagaimana dimaksud pada ayal (12)
dilakukan dengan menggunakan PIN PPSPM.

Berdasarkan «-SPM yang sudah dilundatangani sccara elektronik
scbagaimana dimaksud pada ayat (12) PPK SKPD dapat mencetak
register SPM.

PPSPM mengirimkan ¢-SPM kepada BUD meclalui e-Toket BUD
tanpa disertai hasil cetak (hard copy) dokumen SPD.

¢ 8PM scbagaimana dimaksud pada ayat (17) mencakup lembar
asli SPM, lembar asli dokumen SPP dan lembar asi bukti-bukti
belanjn disimpan oleh PPK-SBKIPD sesuai dengun kclentuan yang
berlaku  untuk  keclengkapan administrasi  dan  keperluan
pemecriksaan aparat pengawasan fungsional.

Dokumen SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) mencakup
lembur asli $PM, lembar asli dokumen SPP dan lembar asli bukti-
bukti belanja disimpan oleh PPK-SKPD sesuai dengan kefentiian
yang berlaku untuk kelengkapan adminisirusi dan  keperluan
pemeriksaan aparal pengawasan fungsional,

BAB IV
PROSES PENERBITAN SP2 SECARA ELEKTRONIK
Pasal 4

e-SPM yang lelab diterima melalui e-Toket BUD  sebuguimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (17) diteruskan kcepada verihkator
BUD untuk diteliti dan diuji.

Penelitian e-SPM scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang meliputi :

a. SPM;
b. Surat Pernyataan langgung-jawab Belanja;
Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;

d. Surat Setoran Pajak (S8P) yang ditandatangani Bendahara
Pengeluaran secara clekironik untuk pencairan SPM-LS.

Pengujian e-SPM schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menguji jumlah tagihan atas keterscdiaan dunu yang
tercantum dalam DPA-SKPD berikut perubahiannya.
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Dalam hel jumlah tagihan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
melebihi ketersedinan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD
berikut perubahannya dan/atau perhitungan pemungutan/
pemotongan  pajak  guna  pencairan  SPM LS belum  sesuai,
Vurifikator BUD menolak pencrbitan SP2D disertai dengon alasan
penolakannya.

NDalam hal penolakan penerbitan SP2D scbagaimana  dimukyad
pada ayat (4) Kuasa BUD membual regisier penolakan penerbitan
SP2D,

Dalam hal jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak melebihi ketersediaan dana yang tercanium dalam DPA-SKPD
berikut perubahannyn dan/atau  perhitungun  pemungutan/
pemaotongan pajak guna pencairan SPM-LS telah sesuai, PPSP2D
menandalangani  SP2D  secara  elektronik  (c-5P2D) dengan
menggunakan PIN PPSP2D, setelah melalui e-Paraf Kuasa BUD.

Berdasarkan e-SP2D yang sudah ditundalangani scbagaimana
dimaksud pada ayat (6), Kuasa BUD dapal menceltak SP2D beserta
registernya untuk diteruskan kcpada bank yang ditunjuk scbagai
pemegang RKUDN.

SP2D yang dicetak scbagaimuna dimaksud pada ayat (7) dibuat
rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut :

a. Lembar ke-1 untuk bank yang ditunjuk sebagal pemegang
RKUD sclelah divalidasi dan diproses untuk kepentingan bank
dikembalikan ke Kasda dan selanjutnya digunakan untuk
kepentingan akuntansi;

b. Lembar ke-2 untuk SKPD; dan
c. Lembar ke 3 untuk Kuasa BUD.

Derdasarkan hasil celak (hard copy) SP2D sehagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf 4, bank yang ditunjuk sebagai pemegung RKUT
melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening tujuan
scbagaimana tercantum dalam SP2D.

BAB YV
PROSEDUR PENGCGUNAAN PIN PPSPM NDAN PIN PPSP2D
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar Penggunaan
Pasal 5
PPSK-SiKPD membuat SPM dalam bentuk cetak (hard copy) SPM dan
c-oSPM.

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara
manual olch PPSFM.

e SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sccara
clektronik dengan menggunakan PIN PPSPM.

e-SPM yang diterima oleh aplikasi e-SP2D pada BUD merupakan
bentuk permnyaisan mengenai kebenaran atas penerbitan dan
penandatanganan SPM olch PPSPM-SKPD.
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(1)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(3)

(7)

(&)

Paxal 6

PIN PPSPM bersifat rahasia, dengan menerapkan kombinasi lebih
dari 2 (dua) faktor autenlikasi.

PPSPM dapat melakukan penonaklilun atas PIN PPRPM untuk
mencegah penyalahgunaan PIN PPSPM oleh pihak yang tidak
berwenang.

PPSPM berlanpgeunpjawsl baik secara pribadi maupun jabatan aias
penggunaan PIN PPSPM.

Bagian Kedua
Register PIN PPSPM

Pasal 7

PPSPM melakukan registrasi di BUD untuk mendapatkan PIN
PPSPM.

Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengisi formulir pendafltarun dan surat pernyataan bermaterai Rp.
6.000,00 (enam ribu rupiah), dilengkapi persyaratan sebagai
berilkut :

a. Fotocopy KTP;

h. Fotocopy Keputusan Walikota tentang Pelimpahan  Sebagian
Kekuasaan Pengelolann Keuangan Daerah kepada Kepala SKPD
sclaku Pejabal Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja
pada SKPD selaktu Kuasa Pengguna Anggaran.

Scluruh DPA vang mcerupakan wewenang  PPSPM wajib
menginformasikan  dalamm  bentuk  formulir  pendaftaran
schagaimana dimaksud pada ayat (2).

BUD melakukan pencatatan nomor telepon seluler PPSPM sesuau
dengan data yang terdapat pada formulir registrasi aplikasi untuk
mendapatkan PIN PPSI'M.

RUD menyerahkan PIN awal heserla nomor register aplikasi kepada
PPSPM yang teluh memenuhi ayarat regisirusi,

Nomor PIN awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat
digunakan sebagai tanda tangan clcktronik pada e SPM sebelum
dilakukan alktivasi dengan mengubah nomor PIN awal pada aplikasi
c-S1'M.

Nomor PIN PPSPM sebhagaimana dimaksud puada ayat (6) dapat
diperbaharui olch PPSPM sesuai kebutuhan.

Dalam hal nomor PIN PPSPM tidak dapat digunakan, maka PPSPM
harus melakukan registrasi ulang pada BUD, dengan terlebih
dahulu mengajukan sural permintaan penonaktifan PIN PDPSPM
sehclumnya.

Registrasi ulang PIN PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayal (8)
dilakukan mengikuli proses registrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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Bagian Ketiga
Penonaktifan PIN PPSPM
Pagal 8

(1) PPSPM dapat melakukan pcnonaktitan atas PIN PPSPM untuk
mencegah penyalahgunaan PIN PPSPM,

(2) Penonaktifan atas PIN PPSPM dilaksanakan dengan proscedur
aebagal berikut ;

a. PPSPM menghubungi dan memberikan informast penonaktifan
PIN PPSPM kepada Verifikator BUD baik langsung atau melalui
telepon.

b. Dalam hal penonaktifan melalui  telepon, Verfikator BUD
melalkukan konfirmasi sckurang-kurangnya 5 (lima) perlanyasn
mengenai dalu pribadi PPSPM sebaguimana lercantum dalam
[ormulir pendaftaran.

c. PPSPM segera menindaklanjuti dengan mengisi,
menandatangani, dan mengirimkan surat  permintaan
penonaktifan kepada BUD.

d. Atas dasar surat permintaan penonaktifan yang telah diterima,
BUD mclakukany pemblokiran atas PIN PPSPM melalui aplikasi
u-3PM.

c. Verifikator BUD menginformasikan terkait  penyelesaian
permintaan penonaktifan PIN PPSPM kepada PPSPM.

(3) Dalam hal terjadi pergantian PPSPM, PIN PPSPM sebelumnya wajib
dinonaktifkan oleh BUD berdasarkan laporan dari PPSPM yang

baru.

(4) PPSPM yang baru segera mengajukdan rusgilrasi di BUD untuk
mendapatkan PIN PPSPM, dengan persyaralun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

(1) BUD melakukan puncatatan atas rapgkaian aktifitas penonaklilun
PIN PPSPM melalui aplikasi c-SPM,

(2) BUD menunjuk verifikator BUD untuk mengelola dala registrasi
dan penonaktifan PIN PPSPM.

Tasal 10

PPSPM harus melaporkan setiap perubahan dala, baik data pribadi
maupun data SPKD kcpada BUD dengun menggunakan Formulir
Perubahan Data pada BUL.
BAB VI
BENTUK DAN JENIS FORMULIR
Pasal 11

Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencairan dana
APBD secara clcktronik tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

12




BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 172

Ketentuan mengenai prosedur penggunaan PIN PPSPM berlaku secara
mulalis mutandis untuk proscdur penggunaan PIN PPSP2D.

BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikola ini mulai berlakn segak tanggal diundangkan.

Agur seliap vrang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundungan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada 1anggal 20 DESFVMPER 2013

WALL MWMARANG
E———
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal : ..20. DESFMBER 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

e

ADI TRl HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR  zg
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA
ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA
REMARANCY SECARA RLEKTRONTK

BENTUK DAN JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM
PROSES PENCAIRAN DANA APBED SECARA ELEKTRONIK

I, FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN PIN PPSPM

KOoP
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

FORMULIR PENDAFTARAN
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(harap diisi dengan huruf kapital)

Data Pribadi

Nama Lengkap (sesuai KTP)

NIP

NIK/Nomor KTP

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

N o R

Bl

| Kota Provinsi

Jons Keleunin | |L-:ﬁﬂ-Lﬂlﬂ 1] Pcrcmpuan
Alamat Tempat Tinggal

Nepard Kode Pos

| Alamat sesuai KTP

Kota Provinsi
Negara Kodo Pos

Nomor telepon rumah
SK Pengangkatan schagai PA,KPA,
Bendahara/PPK

a. Pcnandatangan SK

b. Tanggal

¢, Nomaor

Nomor HP yang didaftarkan

E muail {optional)
Data SKPD

Nama SKPD

Kode SKPD

Tanggal DPA/DPPA

Nomor DPA/DFPA

Jumlah DPA/DPPA

Alamat SKPD

Kota Provinsi

Negara Kode Pos

Nomor telepon SKPD

Nomor faksimile

14




I1. SURAT PERNYATAAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR

SURAT PERNYATAAN

Dengaun ini saya menyatakan bahwa :

1.

Semua informasi yang dicantumkan pada formulir ini adalah benar dan
sah serta membebaskan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah
Kota Semarang dari sepuln luntutan pihak ketiga baik perdata maupun
pidana, schubungan dengan  kesalahan/ketUdakbenaran  dalam
pemberian informas: dan pengisian data dalam [ormulir ifi.

Saya telah membaca, memahami dan bersedia memaluhi ketentuan
penggunaan PIN PPSPM sebagai tanda tangan elektronik  PPSPM
sebagai telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang tcntang Tata
Cara Pencairan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Semarung Secara
Elektronik.

Sava mengetnhni semua resiko youg timbul dan munglkin timbul,
sechubungan dengan penggunaan PIN PPSPM  dalam  fransaksi
pengeluaran dana APBD yang saya lakukan melalui penerbitan SPM.

Saya sebagai PPSPM bertanggungjawab secara formal dan matenal atas
penerbitan SPM yang disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daeralh Kota Scmarang, iermasuk seguala akibat yang timbul
dar penerbitan SPM.

(Nama Kota), (tanggal, bulan dan tahun)

Mengetahui, Yang membuat pernyataan,
Sekretaris Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah ::“fgﬁgow

Nama lengkap

Nama lengkap NIP.
NID. DPangkat
Panglcat
Kelerangan

1. Formulir dibuat dulam rangkap dua, lembar kesatu untuk Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Asct Dacrah Kota Semurung dan lembar kedua untuk PISPM.

2. Tardapal check sl kelenglopan dokumen lampiran lormuln segivlusd yaog
diggunakan oleh Verifikator BUD, Checle ist tersebul menjadi dasar bagl Sekretans
Dinas l'enpelulaan  Keuangan dan  Asct Dacruh  Kolu  Semarang  untuk
menandatangani permohonan registrasi.

w

. Formulis yang harus dilaznpiri dengan :

-1 (satu) lembar fotocopy KTP;

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota tentuny Pelinpahan Hebagian
Keltuasaan Pengelolaan Keuangan Daernh kepuda Kepala SKPD selalku Pejubal
Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Scbagian Kewenangun Pejubul Pengguna
Anggaran kepada Kepula Unil Kegja pada SKPD selakn Kuasa Pengguna
Anggaran.

(seluruh fotocopi tersebut harus dicocokkan dengan dokumen asli)
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CHECK LIST KELENGKAPAN LAMPIRAN FORMULIR PENDAFTARAN
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSM)

Nu. - Dakumen Adu/Tidule Ada Validauni
1. | lotecopy KTT | | Ada [ 1 Sexuai dengan asli
[ 1 Tidak Ada [ ] Tidak sesuai dengan asl

2. | fotocopy Keputusan Walikola [ ] Ada [ ] Sesuai dengan asli
entnng Pelimpulion SCOMAN [ ] Tidak Ada || | Tidak sesuai dengan axli
Keuangan Daerah kepada
Kepala SKPD selaku Mejabat
Pengguna Anggaran dan
Pelimpahan Sebagian
Kcewenangan Pejabat Pengguna
Anggaran kepada Kepala Unit
Kerja pada SKPD selalu Knasa
Pengguna Angparan

3. | Mulcrai Rp. 6.000,00 | | Ada
| | Tidak Ada

(Nama Kota), (tanggal, bulan dan tahun )
Venfikator BUD,

Nama lengkap
NIP.

Panglal
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M. FORMULIR PERUBAHAN DATA PERSONAL IDENTIFICATIO
NUMBER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAL

MEMBAYAR (PPSPM)

KOPFP
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

FORMULIR PERUBAHAN DATA
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBLEK
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERTNTAH MEMBAYAR (PPSPM)
(harap diisi dengan hurul kapital puda kolom informasi yang berubah)

Data Pribadi ‘ ]
Nama Lengkap (sesuai KTP) “
NIP 7
NIK/Nomor KTP
| Tempat Lahir _ ]
Tanggal Lahir
Jerus Kelamin [ ] Taaki-Laki [ ] Perempuan
Alarnul Tempat ‘linggal ' , ]
Kota Provinm '
Negara Kode Pos
8. | Alamat sesuai KTP ]
Kota Provinsi
| | Negara | B Kode Pos
9, | Nomor telepon Tumah
10. | SK Pengangkatan scbagai PAKPA,
Bendahara/TTK
a. Penandatangan SK
b. Tanggal
c¢. Nomor
11. | Nomor HP yang didaftarkan
12. | E-mail (optional)
Nama Gadis Tbu Kandung
| Data SKPD
Nama SKPD
Kodc SKPD
Tanggal DPA/DPPA
Nomor DPA/DPPA
Jumlah DPA/DPPA
Alamat SKPD A )
Kota Provinsi
Negara Kodc Pos
Nomor Lelepon SKPD
Nomor faksimile

T

~lgle B loin - p

?@%@@r?ﬁ

&N
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Alasant Perubahon Data :

Dengan menandatangani Formulir Perubahan Data ini, sayu menyatakan
bahwa perubahan data tersebut diatas adalah benar, dan  saya
bertanggungjawab atas kebenaran data tersebut.

(Nama Kota), (tanggal, bulan dan tahun )

Yang membuat pernyataan,
Mengetahui,

Sekretaris Thinas Pengelolaan ;';‘:;’;;n o
Keuangan dan Aset Daerah ‘ = |

Nama lengkap

NIP.
Nama lengkap Pangkat
NIP.
Pangkat

Keterangan ;

I. Terdapat check lisl kelengkapan dokumen lampiran formulir registrasi yang
digunakan oleh Verifikulur RUD. Check list terachut menjadi dasar bagt Sckretars
Dinas leogelulaan  Kouangun  don Asat Dacrah  Kota Sermnrang  untuk
menandatongani permohonaly registras.

2. Formulir yang hurus dilampiri dengan :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTF;

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala SKPD selaku Pejabat
Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Scbagian Kewenangan Pejabat Pengguna
Anggaran kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna

Anggaran.
(seluruh fotocopi tersebut haruis dicocokkan dengan dokumen asli)
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CHECK LIST KELENGKAPAN LAMPIRAN FORMULIR
PERUBAHAN DATA PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSM)

No. Dokumecn Ada/Tidak Ada 7 Validasi

1. | fotocopy KTP [ ] Ada [ 1 Sesuai dengan asli
[ ] Tidak Ada || ]| Tidak scsuai dengan asli

2. | fotocopy Keputusan Walikota [ 1 Ada | | Sesuai dengan asli
tentang Pelimpahan Sebagian [ ] Tidak Ada | [ ] Tidak sesuai dengan asli

Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala
SKPD selaku Pejabat Pengguna
Anggaran dan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Pejabat
Pengguna Anggaran kepada
Kcpala Unit Kerjn pnda SKPD
selaku Kuasa Pengguna
Anggaran

3. | Materai Rp. 6.000,00 [ ] Ada
[ ] Tidak Ada

(Nama Kola), (tanggal, bulan dan tahun)
Verifikator BUD,

Nama lengkap
NIP.

Panglkat
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1V. SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN PERSONAL
IDENTIFICATION NUMBER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT

FRRRITNTNAH MPEMBATNAR

KOPFP
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

SURAT PENONAKTIFAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR OLEH
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Sava yang bertandatangan dibawah ini ;

>

Data Pribadi

Nama Lengkap PPSPM (sesuai KTP)

]

WiN|—

NIP .
Nomor telepon sehuler yang
didaftarkan

I

Fimail
Data SKFD

Nama SKFPD

Kode SKPD
Tanggal DPA /DPPA

H

| Nomor DPA/DPPA
Jumlah DPA/DPPA

Sl B e

Alamat SKFPI)

Koula ' Provinsi

Negara v Kode Pos

Nomor telepon SKPD

Nomor faksimile

®IN

Lalam hal ini bertindak sebagal Pejabat Penandatangan Sural Perimiluh
Membayar SKPD/unit  kerja  sebaganimona  disebutkan  dialas,
memerininhknn kepada Dinas Pengelolaan Kcuangan dan Aser Daerah
Kota Semurang untuk melakiukan penonaklifan atas PIN PPSPM yang

merupakan tanggungjawab saya.

Alasan penonaktifan PIN PPSPM dimaksud adalah :

-------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................
...........................................................

...............................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(diisi oleh PPSPM)

Surat Permintaan penonaktifan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Diterima di DPKAID ' (Nama Kolu), (lnnggal, bulan dan tahun T_
Tanggal ¢ ..cooovvvvennnnee
Mengelahui,
Verifikator BUD Sekretaris DPKAD PPSPM
Nama lengkap Numa lengkap Namn lengkap
NTP. NIP. .ANIP.
Pangkat Pangkat Pangkat B
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PIN PPSFM

DINAS PENGELOLAAN KETJANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

No. | Nama Kode No. Wakitu Waktu Fax Waktu Walktu Nama
PPSPM | SKPD/ Telp Telepon, masuk Konfirmasi Pelaksanaan | Verifikator
Unit Seluler Masuk Permintaan Penerimaan Permintaan BUD
Kerja Informasi Penonaktifan Fax Penonakttifan
Penonaktifan | dari PPSPM Permin i dari PPSPM
dari PPSFM Penonaktifan
- dari PPSI'M
WA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
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